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GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/1L43/B.XIV/F/1991,

PERATURAN PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR
MILIK DAERAH UNTUK KEPENTINGAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA
DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

liembaca kembali : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lem
pung Nomor G/112/B.XV/HK/1990 tanggal 10 April 1990
tentang Peraturan, Pemeliharaan dan Keperluan Kenda-
raan Bermotor Milik Userah dan Pusat untuk Kepenting
e an Dinas Sipil yang pembiayaannya dibebankan pada =
APRD,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 1 =~
ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1983 tentang
Penghapusan Penyedisan Kendaraan Perorangan Dinas jo
Pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/
KMK/011/1983, tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan
Perorangan Dinas Milik Negara dipandang perlu untuk
meninjau kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah =
Tingkat I Lampung Nomor G/112/B.XV/HK/1990 dan mene-
tapkan Keputusan yang baru tentang Peraturan Pemakal
an dan Pemeliharaan Kendaraan llilik Daersh untuk ke-
pentingan Dinas yang pembiayaannys dibebankan kepads
APBD. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat ! 1o Undang-Udang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentuk

an Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;

2+ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pg
kok Pemerintahan di Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tehun 1975 tentang =
Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Ke-
uangan bDaerah 3

4+ Peraturan Pemerintgh Nomor 6 tahun 1975 tentang -
cara Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

5. Keputusan ecese
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Menetapkan

:
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5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 -
tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan
Pelaksanaan APBDo ‘

6+ Keputusan Menteri Keuangan ReI. Nomor 215/KMK/-
011/1983 tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan
Perorangan Dinas Milik Negara ;

T+ Keputusan Presiden R.Il. Nomor 5 tahun 1983 ten=-
tang penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas 3

8+ Pergturan Daerah Nomor 1 tahun 1991 tanggal 21=-
Maret 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapat=
an dan Belanja Daersh Tahun Anggaran 1991/1992,

9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOL"
tanggal 14 Pebruari 1991 tentang Pedoman Penyu-
sunan APBD. tshun Anggaran 1991/1992,

MEMUTUS KAN 3

Peraturan Pemakaian dan Pemeliharaan Kendarsan Ber
motor Milik Daerah untuk Kepentingan Dinas yang pem
biayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tingkat I Lampung pada tahun Anggar-
an 1991/1992.

Pagal -1
Yang dimaksud dengan Kendarsan Bermotor Milik Dae =~
rah dalam Keputusan ini adalah Kendaraan Bermotor -
Milik Deerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Lampung, sebagaimana tercan-
tum dalam lampiran 1 s/d 8 Keputusan ini, yang pem=-
biayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daersh Propinsi Daersh Tingkat I Lampung.

Pasal =2

Kendaraan bermotor tersebut pada paesal 1 diatas ada
lah Kendaraan Bermotor Dinas sebagaimana dimaksud -
aalam pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan No-
moy 215/011/1983 yaitu :
ae« Kendaraan antar jemput Pegawal yakni Kendaraan -

Jenis penumpeng sesual dengan ketentuan yang bexr

laku. | |
b. Kenaaraan Operasional yakni :

lo Kendaraan Khusus bukan penumpang 3

2o Kendaraan yang bergersk atas perintah ;

Pasgl —2 2s00080
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Pagal = 3

Jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Keputug
an ini adalah 3
a. Kendaraan antar Jemput Pegawail 3
. = Kendaraan Jenis Bus.
- Kendarsan Jenis Mini Buse.
be Kenaaraan Operasional @
l. Kendaraan Khusus bukan Penumpang.
- Kendaraan Jenis Trucke.
~ Kendarsan Jenis Pick Upe.
2+ Kendaraan yang bergerak atas Perintah :
- Kendaraan Jenis Jeepo
- Kendaraan Jenis Sedan.

Pasal - 4

(1)= Kendaraan vinas tersebut pada pasal 3 diatas merupakan
Kendaraan Pool dan harus tetap berads di POOL pada Di-
nas/Instansi yang bersangkutan.

(2)s Pemakaian Kendaraan Bermotor tersebut hanys atas perin
teh dan persetujuan Kepala Dinas/Instansi yang bersang
kutan atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Penanggung Jja
wab Kendaraan Pool ;

(3)« Biaya=Biaya Exploitasi, perawatan/pemeliharaan dan Re-
gistrasi serta biaya lainnya ditetapkan sebagaimana tex
cantum dalam lampiran 9 dan 10 Keputusan ini dengan ke-
tentuan bahwa untuk Kendaraan Operasional biaya bshan -
bakar disesuaikan dengan jarak penggunaan yang diperlu-
kan.

(4)+ Biaya yang dimaksud pada Pasal 4, ayat (3) diatas ada -
lah biaeya maksimum dalam 1l(satu) tahun Anggaran.

Pasal - 5

Penyimpangan dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 4 -
ayat (3) dan ayat (4) diatas harus dengan persetujuan Guber
nur Kepals Uaerah Tingkat I Lampung.

Pagal - 6
Setiap Kepala Uinas/Instansi ditunjuk sebagai Pejabat yang
bertanggung jawab dalem pengelolaan Kendarasn Dinas Pool =
sebagaimana dimeksud dalem Keputusan ini dan berkewajiban
menyempaikan laporan Kepada Gubernur Kepala Daeréh Tingkat

I Lampung Gg. Kepalas Biro Perlengkapan dan Perawatan Set -
wildae Tingkaet I Lampung.

Mengenai tservuss



SALINAN : Keputusan ini disampaiken kepada Yth.

1.
24
3e
4.

56
6o
Te

8e

9 .
10s

1l.

-4-

llengenai Penggunaan Kendaraan dan Pemakaian biaya Kendaraan
Per«-DIGIT dalam setiap Akhir Triwulen dan Laporan jumlah bi
aya seluruvhnya pada :setiap akhir tahun Anggaran, selambatl -
lambatnys pada 31 Maret triwulan terakhir tshun Anggaran yang
bersangkutane.

Pasal = I

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1991 dengen ke-
tentuan apa bila dikemudiasn hari ternya terdapat kekeliruan
akan diadakan perobshan sebagaimana mustinyge=

Ditetapkan di : TELUKBETUNG.
Pada tagg . :

q GUBERNUR KEPA 'TINGKAT I LAMPUNG,

Bapak Ketus Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

Sdre
Sdr.
Sdre
Sdro.
Sdre
Sdre
Sdr.

Sdr.

Sdre.

Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

Sekjen Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

Sekjen Departemen Keuangan di Jakarta.

Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung.

Kepala Inspektorat Wileyah Propinsi Lampung.

Para Assisten Sekwilda Tingkat I Lampunge

Para Kepala Dinas Daerah se-Propinsi Dati I Lampung.

Direksi BeP.Ds Propinsi Dati I Lampung. ™~
Para Bupati/Welikotamadya Kdh Tk. II se=-Propinsi Lampung.
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